BUPATI BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR 1% TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 25
TAHUN 2016 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH, PERATURAN BUPATI DAN
KEPUTUSAN BUPATI PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH

Menimbang :

Mengingat :

KABUPATEN BUTON UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka perlu
melakukan penyesuaian terhadap mekanisme
pembentukan produk hukum Daerah;

bahwa Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 25
Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur
Pembentukan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan
Keputusan Bupati Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Buton Utara, sudah tidak sesuai lagi dengan
perkembangan yang ada sehingga perlu dirubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada
huruf a dan huruf, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Buton Utara
Nomor 25 Tahun 2016 tentang Standar Operasional
Prosedur Pembentukan Peraturan Daerah, Peraturan
Bupati dan Keputusan Bupati Pada Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Utara;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi
Tenggara (Lembaran Negara Republik  Indonesia
Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4690);




Menetapkan

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan  Lembaran Negara  Republik Indonesia
Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan  Lembaran Negara  Republik Indonesia
Nomor 5679);

5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 199);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 25 TAHUN 2016
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH, PERATURAN BUPATI
DAN KEPUTUSAN BUPATI PADA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA.

Pasal 1

Ketentuan pada Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 25 Tahun 2016 tentang
Standar Operasional Prosedur Pembentukan Peraturan Daerah, Peraturan
Bupati dan Keputusan Bupati Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Buton Utara (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016
Nomor 25) khususnya pada nomor 1 tentang Pembentukan Peraturan Daerah
diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan

Bupati ini.




Pasal 2
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton
Utara.

o Ditetapkan di Buranga

' | PARAF KOORDINAS! 4 pada tanggal |4 - 05 - 2020
- | SEKRETARIS DAERAH] | - ’*
lass. T BUPATI BUTON UTARA,

| BAGIAN HUKUM
fg‘ ! [pWW‘W«—

H. ABU HASAN

SE—— |

Diundangkan di Buranga
pada tanggal 1 -04- 2020

Pj.SEKRETARIS DAERA
KABUPATEN BUTON UTARA,

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2020 NOMOR
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